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PENDABULUAN

A. LATAR BELAXANG

Babwa pembarigunan nasional betivjuan mewajudkan manusia [ndonema
sautuloya dan masyarakat Indonesia selurubnya yang adill, makmur, sejabtersa, dan
teriib berdasikan pancasila dan 1jndang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudken
masyarskat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus
usaha ¢ hidang pcngcbatan dan pelayanan kesehatan termasck ketersediazn
psikotrepika sebagai obat, disamping itu untuk pengembangan ilm:u pengetahuan.

Psikotropiisa sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pcngobatan dan pelayavan
kesebamn, namun apabila disalsbgunakap atau digimakan tidak sesuai dengan standar
pengobatan, tertebih jika disertai peredaran psikotropikasecara gelap akan menimbulkan
skibat yang sangat merugikar perorangan maupun masyarekat khususnya generasi
muda, bahkap dapat meaimbulkan bahwa yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhimya akan dapat melemahkan ketahanan nasinonal.'

Peningkaan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegan dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sangat diperlukan,
karena kejahatan psikotropika pada umunya tidak dilakulesa oleh perorangan secara
berdizi sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama babkar dilakujen oleh

sindikat yang tezorganisir secara manmap, rapi dan sangat rahasia.
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Disamping itu. kejahatan psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan
dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih. termasuk pengamana
hasil-hasil ketahatan narkotika. Perkembangan kualites kejahatan psikotropika tersebut
sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umzt manusia,

Untuk lebih meningkatkan pengendaliar: dan pengawasan sena meningkakan
dan memberantas penyelahgunaan dan percdaran gelap psikowropika diperlukan
pengatwan dalam bentuk Undang-Undang batu yang berasaskan keimanan dan
ketalowran tethadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan keserasian dan
keselasasan dalam peiikehidupan, hukum s=ita ilmu pengetabuar dan teknologi. Dalam
Kenvensi Perserikatan Bangsan-Bangsa icntang remberaritasan Peredaran Gelap
psikotropikadan Pstkotropika Tabun 1988 yang teiah diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsan-
Bangsa tentang Pemberantwsan Percdaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan
demikian Undang-Undang Psikotopika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah
dan memberantas penyalahgunaan dan pcredaran gelap narkotika dan psikotropika,
tetmasuk menghindaskao wilaysh Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun
sasaran peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Bahwa vpaya pemberantasan peradaran gelap psiktropika terlebub dalam era
globalisasi komunikasi, informas: dan \ransfonnasi saat sekamng ini sangat diperiukan:

I. Convention on Psychotropic Substances 1997 (Konvensi Psikotrpika); dan

2. Convention Againas [llicit Traffic in Naracotic Drugs and Psychtropic

Substances 1998 (Konvensi Pemberantsasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika $998).
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